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ABSTRAK

Desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia sejak diberlakukannya
Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa
nuansa politik baru dalam sistem demokrasi indonesia khususnya di tingkat
daerah dimana rekrutmen kepala daerah harus melalui proses politik dengan
melakukan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat. Melalui sistem
desentralisasi, daerah telah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Kepala daerah sebagai pengendali pemerintahan tertinggi di tingkat daerah dalam
jabatannya otomatis melekat kekuasaan penuh dalam proses pengambilan
keputusan. Namun otoritas yang dimiliki pada pelaksanaannya cenderung
disalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Hal ini
terlihat dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di salah satu kota di
Indonesia tentang rekrutmen elit birokrasi sebagaimana pada pemerintah Kota
Tomohon. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses
rekruitmen elit birokrasi pada pemerintah Kota Tomohon dalam kepemimpinan
JR pasca pemilihan kepala daerah periode 2010-2015, dipenuhi dengan intervensi
yang kental serta diwarnai dengan praktek patronage system. Proses rekrutmen
elit birokrasi dalam jabatan struktural pada pemerintah Kota Tomohon dalam
kepemimpinan JR, juga dipengaruhi oleh hubungan kedekataan antar pihak yang
saling mempunyai kepentingan politik dalam jabatan tersebut dan belum
sepenuhnya mengakomodir prinsip merit system, sehingga mekanisme rekruitmen
pejabat birokrasi yang menyimpang tersebut berpengaruh pada tujuan organisasi
atau kelembagaan daerah mengakibatkan penyelenggarakan pemerintahan belum
berjalan sesuai harapan sebagaiaman terlihat dalam proses rekrutmen elit birokrasi
Kota Tomohon.
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